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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah menjadi objek penting yang sering kali menjadi sumber dasar 

konflik antar pemangku kepentingan, diantaranya departemen dengan instansi 

pemerintah, masyarakat lokal dengan pemerintah serta masyarakat lokal dengan 

perusahaan pemegang lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Konsorsium 

Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, 

dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar (ha) menurut ( Dewi Kartika, 2017:6) 

Penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan antara lain terbatasnya 

ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan 

persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan 

tanah oleh negara. Pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukkan dari 

penggunaan tanah dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan 

berbagai bentuk peraturan pertanahan seperti peraturan penyediaan tanah untuk 

kepentingan perorangan dan badan hukum atas tanah-tanah negara atau atas 

tanah-tanah hak (K.Saleh, 1985: 7) 

Konflik dilatar belakangi karena masyarakat yang tidak mengetahui 

persoalan kepemilikan tanah yang jelas, mereka hanya diwariskan tanah tersebut 

secara turun-temurun oleh orang tua mereka  yang sudah lama menempati dan 

membangun Desa itu, sehingga dari dulu mereka hanya meneruskan perkebunan 

yang telah diwariskan, semakin tahun pertumbuhan penduduk pun semakin padat 

dan kebutuhan pun meningkat, menyebabkan masyarakat yang bertani kopi 

memperluas perkebuanan mereka tanpa adanya izin dan kepemilikan tanah yang 

mereka punya, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dinas kehutanan atas 

kejelasan hutan, yang menjadi lahan perkebunan sehingga mereka memperluas 

perkebunan secara illegal,  dinas perhutanan menyebutkan masyarakat telah 

merambah hutan lindung karena lahan yang mereka miliki tidak terlalu lua, demi 

meningkatkan kebutuhan produksi mereka membuka lahan yang  mereka tidak 

tahu kejelasan kepemilikannya. 

1 
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Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan 

pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering 

menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang 

terlibat. Menurut pemikiran Karl Marx (dalam Darsono, 2009:168), manusia 

terbagi dalam dua kelompok yang saling betentangan kepentingannya, yaitu 

kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha 

atau majikan, namun dalam hal ini konflik terjadi antara masyarakat atau petani 

kopi dan pemilik tanah yaitu pemerintah.  

Konflik terjadi disebabkan keinginan masyarakat atas kepemilikan tanah 

yang ingin mereka buat menjadi perkebunan kopi mereka dan mengambil areal 

lahan hutan lindung sebagai perluasan lahan perkebunan untuk meningkat 

produksi kopi yang mereka jual. Namun hal tersebut ditentang oleh pemerintah, 

karena menurut peta hutan yang dibuka oleh masyarakat tersebut adalah kawasan 

hutan lindung, dan tidak bisa untuk mereka miliki. 

Struktur agraria pada dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status 

sosial penguasaan sumber-sumber agraria. Tidak saja pola penguasaan, namun 

pola pemilikan dan pemanfataan sumber-sumber daya agraria menjadi penting. 

(Wiradi, 2000:141), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses 

interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing 

memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, 

tambang, udara yang berada di atas tanah ya ng besangkutan. 

Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai 

bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Konflik 

agraria menurut (Christoulou, 2013:67), biasanya melibatkan masyarakat, 

pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. 

Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut 

apa yang menurut merekaadalah haknya. Sedangkan negara dan pengusaha/ 

pemerintah juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap 

masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, 

dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis. 

Konflik agraria di Indonesia sering kali terjadi, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Bahari yang berjudul Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan pada 
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tahun 2004 menyatakan bahwa  Salah satu agenda dalam paradigma 

ekonomi-politik kerakyatan adalah dihapuskannya dominasi dan monopoli 

perkebunan besar atas penguasaan sumber-sumber agraria, atau dengan kata lain 

diakhirinya sistem plantation estate economy di tanah air. Di sini secara tegas 

dinyatakan bahwa Reforma Agraria tidak akan pernah bisa dijalankan. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada Tahun 2015 ini berjudul tentang 

Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan 

Keadilan dibidang Pertanian. Dalam penelitian ini Astusti menyatakan bahwa  

upaya yang sungguh-sungguh untuk menata kembali struktur penguasaan tanah, 

pemerintah selayaknya konsisten melaksanakan kebijakan dan menciptakan 

undang undang yang dapat menjamin keadilan atas aset dan akses pertanahan. 

Untuk itu berbagai undang undang yang kontra produktif bagi persoalan keadilan 

dibidang pertanahan dengan sendirinya perlu dikoreksi dan dikaji ulang.  

Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai 

oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut 

dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tunduk pada struktur itu.  

 

 Permasalahan yang terjadi di desa Muara Danau, disebabkan karena 

masyarakat dianggap sebagai perembah hutan oleh pemerintah dinas 

Kehutanan namun asosiasi kelompok petani kopi didesa tersebut 

membantah bahwa hutan yang mereka garap adalah hutan nenek moyang, 

ada beberapa kelompok tani yang ikut memperjuangkan ha katas tanah 

mereka. setidaknya ada 10 kelompok tani, yaitu:  

1. Kelompok tani tanam Bedegun  

2. Kelompok tani tebat mampur  

3. Kelompok tani Air betungan 

4. Kelompok tani Air meyo 

5. Kelompok tani Karitan 1 

6. Kelompok tani Karitan 2 

7. Kelompok tani Talang dengung 

8. Kelompok tani Talang baru 1 

9. Kelompok tani Talang baru 2 

10. Kelompok tani Talang Bukit 

  

Pernyataan di atas sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Muara Danau, bahwa 

konflik agraria yang ada di Sumatera Selatan. Konflik di Muara Danau, 

Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim terjadi konflik antara masyarakat 
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petani kopi dan Pemerintah. Berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara 

dengan bapak Sarmanudin salah satu warga Muara Danau, pada tanggal 10 

Februari 2019 beliau mengatakan bahwa: 

“Permasalahan konflik agraria yang lain adalah konflik kepala desa 

yang menjabat pada tahun 2008 dengan warga Muara Danau. 

Kepala Desa Muara Danau menganggap masyarakat yang 

menggarap lahan atau membuka lahan kembali menyebabkan air 

tidak mengaliri sawahnya lagi, sehingga terjadilah pengaduan 

pengambilan alihan hutan tersebut. Kepala desa yang saat iru 

menjabat pada tahun 2008 yang melaporkan warganya sendiri ke 

kantor perhutanan karena tanah yang digarap masyarakat 

merupakan tanah yang masuk dalam hutan lindung, dengan adanya 

laporan tersebut polisi hutan melakukan peninjauan lokasi sesuai 

dengan laporan kepala desa. Selama 3 tahun dari tahun 2008 

hingga tahun 2010 masyarakat merasa resah akan kedatangan polisi 

hutan yang menegur keras mereka yang bertanam digaris hutan 

lindung.” 

 

 Pengaduan yang dilakukan menyebabkan keluarnya Peraturan Pemerintah 

(PP) No 6 Tahun 2007 tentang pemanfaatan dan zona perlindungan pada Hutan 

Lindung. Hal ini sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: SK/622/Menhut-II/2014 tentang penetapan areal kerja hutan 

desa Muara Danau seluas ±260 (dua ratus enam puluh) hektar pada kawasan hutan 

lindung dikecamatan Semende Darat Laut kebupaten Muara Enim provinsi 

Sumatera Selatan. 
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Gambar 1.1 

Peta Penataan Areal Kerja Hutan Desa Muara Danau 

 
(Sumber: Dinas Perhutanan) 

 

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa lahan pada zona yang diberikan 260 Ha 

oleh pemerintah untuk perluasan lahan perkebunan kopi milik masyarakat.  

Meskipun masyarakat sudah mendapatkan penyelesaian penggunaan lahan untuk 

meningkatkan perkebunan, namun dalam kenyataannya yang dapat digunakan 

baru ±110 Ha, sedangkan KK yang ada 503 dengan banyaknya persyaratan yang 

di berikan kepada masyarakat di tambah lagi dengan 17 Ha bekas persawahan 

yang tidak bisa digarap karena terhalangnya persyaratan tersebut menurut 

masyarakat program tersebut tidak sepenuhnya membuat kesejahteraan mereka 

membaik. 
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Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh 

Fauzi selaku pegawai Kelurahan di Desa Muara Danau, beliau mengatakan:  

 

“Pemerintah memberikan syarat kepada masyarakat bahwa lahan yang 

boleh digarap hanya lahan belukar. Namun untuk lahan hutan 

masyarakat tidak boleh menebang pohon selain pohon tersebut 

kayunya dijadikan bahan untuk memperbaiki rumah-rumah warga. 

Namun tidak boleh di jual dan dijadikan bisnis. Sehingga masyarakat 

resah apabila ditanami akan diambil lagi oleh pemerintah selama 35 

tahun.” 

 

Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) mengatakan bahwa 

masyarakat Semende membuka hutan semata untuk membuat kebun, khususnya 

kebun kopi. Hal ini dilakukan karena mereka tidak lagi memiliki lahan karena 

kehidupan mereka yang miskin, menurutnya hutan yang dirambah sebenarnya 

merupakan lahan yang pernah digarap para nenek moyang dahulu. Dari sejak 60 

tahun yang lalu nenek moyang sudah membuka lahan dan bercocok tanam seperti 

bertanam kopi, sawah darat yang mereka sebut Ume, ubi, durian, petai dan, 

nangka. Lalu lahan tersebut turun-temurun diwariskan ke anak-anak dan cucu- 

cucu hingga saat ini, hal inilah yang melatar belakangi masyarakat untuk 

mempertahankan hak mereka atas tanah yang mereka garap sejak dulu, menurut 

mereka selagi tidak melawati patok baswesen yang di buat oleh pemerintahan 

kolonial Belanda dulu tanah itu masih milik mereka. 

Meskipun tidak ada penahanan terhadap warga, tapi beberapa warga 

mendapat teguran atau peringatan dari petugas. Ditengah ketegangan tersebut, 

pada 2011 Dinas Kehutanan Muara Enim mengadakan pertemuan dengan tokoh 

masyarakat dan kepala desa dari tiga kecamatan di Semende itu. Setiap kepala 

keluarga diperbolehkan mengelola lahan seluas 1,5 hektar yang berada di hutan 

lindung, Mereka juga harus menjaga lahan dan hutan dari bencana kebakaran, 

melindungi satwa, serta menanam sejumlah pohon tutupan seperti durian, jengkol, 

nangka, selain pohon kopi.  

 

 

Lahan dikelola selama 35 tahun, yang akan dievaluasi setiap lima tahun. 

Artinya adalah bila petani tidak memenuhi persyaratan misal tidak mengelola 
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lahan dengan baik atau melewati tapal batas yang ada maka izinnya bisa dicabut 

tawaran tersebut disambut baik oleh masyarakat, pada dasarnya masyarakat hanya 

menginginkan jaminan pada lahan yang mereka garap. 

 

Lemahnya produksi kopi Semende membuat orang sulit mendapatkan 

secara khusus kopi Semende. jelasnya warga Semende ini hanya berfungsi 

sebagai pemasok bahan baku kopi saat ini. Para petani kopi berkebun dengan cara 

tradisional. Bibit yang ditanam tanpa dipilih, bibit yang ditanam usianya 

terkadang baru beberapa bulan, tanpa melakukan pemupukan kandang, perawatan 

yang lemah, serta penataan kebun yang kurang baik sehingga sering mengalami 

kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Padahal lahan yang digunakan tidak 

lagi subur, termasuk cuaca atau iklim yang sudah tidak stabil. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut penelitian mengenai Konflik 

Agraris pada Masyarakat Petani Kopi di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende 

Darat Laut Kabupaten Muara Enim maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Konflik Agraris pada Masyarakat Petani Kopi di Desa 

Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.   Bagaimana gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat petani 

kopi? 

2.    Bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga 

konflik pada masyarakat petani kopi di Muara Danau belum terselesaikan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisis gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat 

petani kopi. 

2. Untuk menganalisis proses penanganan konflik pada masyarakat petani kopi 

di Muara Danau belum terselesaikan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi akademis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah 

wawasan seputar konflik agrarian, dan menjadi bahan perbandingan atau acuan 

untuk penelitian selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah 

Sosiologi konflik mengenai Konflik Agraria. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat dapat lebih mengetahui secara mendalam konflik agrarian yang terjadi 

di daerah mereka, dan bagi pemerintah menjadi bahan acuan untuk menyelesaikan 

konflik agrarian yang terjadi di daerah lainnya 
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